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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A.  Pemerintahan Daerah 

1. Pengertian Pemerintahan Daerah 

 Secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. 

Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh 

melakukan suatu pekerjaan. Namum secara umum, pemerintah dapat 

diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi 

seperti jabatan eksekutif, legilatif dan yudikatif. Sedangakan pemerintahan 

dapat diartikan sebagai keseluruhan dalam suatu organisasi pemerintahan 

yang menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat 

maupun di daerah. 30  

 Dalam penyelenggaraan tentang otonomi daerah pemerintah pusat 

memberikan limpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk 

mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan 

prinsip otonomi dan tugas pembantuan.31 Konsep ini ditegaskan dalam Pasal 

18 UUD 1945, yang menyatakan bahwa: 

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. 

b. Setiap daerah memiliki pemerintahan sendiri yang diatur dengan undang-

undang. 

                                                     
30 Supami Pamuji, Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia, ( Penerbit: Bina Aksara, 

Jakarta, 1985), h. 58. 
31 Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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c. Pemerintahan daerah menjalankan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan 

tugas pembantuan untuk mencapai pemerataan pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 Pelaksanaan pemerintahan daerah diatur di dalam Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah daerah 

memiliki kewenangan untuk32: 

a. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum 

penyelenggaraan pemerintahan. 

b. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pelayanan publik, 

termasuk pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan. 

Prinsip utama yang mendasari pemerintahan daerah meliputi: 

a. Prinsip Otonomi Daerah 

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah 

daerah untuk mengatur urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. 

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah, otonomi daerah harus dijalankan secara: 

1. Seluas-luasnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar untuk 

mengatur urusan lokal kecuali urusan tertentu yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat (pertahanan, keamanan, moneter, dan 

kebijakan luar negeri. 

                                                     
32 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 
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2. Nyata, kewenangan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan 

kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.33 

3. Bertanggung jawab, pelaksanaan otonomi harus tetap sejalan dengan 

tujuan nasional, yakni kesejahteraan masyarakat.34 

b. Prinsip Desentralisasi 

Desentralisasi merupakan penyerahan sebagian urusan pemerintah 

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam konteks ini, 

pemerintah daerah berperan penting dalam membuat Peraturan Daerah 

(Perda) untuk mendukung pengelolaan pemerintahan, salah satunya 

terkait lalu lintas dan angkutan jalan. 

  Pelaksanaan desentralisasi juga merupakan pemancaran 

kekuasaan penyelenggraan pemerintahan negara yakni adanya kekuasaan 

pemerintah daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI), maka yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan desentralisasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang 

masalah kecil bidang pemerintahan ditingkat lokal. 

2. Meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggraan kegiatan 

pemerintahan lokal. 

3. Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya 

sendiri. 

4. Mempercepat pelayan umum pemerintahan kepada masyarakat. 

                                                     
33 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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 Menurut Untung Rosidin, tujuan dari pelaksanaan desentralisasi ada dua 

adalah sebagai berikut; 

1. Tujuan politik, yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik 

ditingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional. 

2. Tujuan ekonomis, desentralisasi bermaksud untuk menjamin bahwa 

pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-

daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.35 

c. Prinsip Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

Selain kewenangan otonomi, pemerintah daerah juga melaksanakan 

tugas dari pemerintah pusat melalui dekonsentrasi (pelimpahan urusan 

kepada pejabat pusat di daerah) atau tugas pembantuan (tugas yang 

diberikan pemerintah pusat atau provinsi untuk dilaksanakan oleh 

daerah). 

 Menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang nomor: 32 tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah, pengertian dekonsentrasi adalah 

pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubenur 

sebagai wakil pemerintah dan/atau instansi vertikal diwilayah tertentu. 

Sedangkan asas dekonsentrasi adalah asas pelimpahan wewenang 

pemerintahan yang sebenarnya kewenangan itu ada ditangan pemerintah 

pusat, yakni menyangkut pemantapan strategi kebijakan dan pencapaian 

program kegiatannya, diberikan kepada gubenur atau instansi vertikal 

                                                                                                                                               
34Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
35Jahya Supriatna, Sistem Administrasi Pemerintahan di daerah, (Penerbit: Bumi 

Aksara,Jakarta,1986), h.21 
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didaerah sesuai dengan arahan kebijaksanaan umum dari pemrintah 

pusat, sedangkan sektor pembiayaannya tetap dilaksanaanya oleh 

pemerintah pusat.36 

 Dalam pasal 1 ayat (9) Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah menjelaskan pengertian tugas pembantuan adalah 

penugasan dari pemerintah pusat kepada dan/atau desa, dari pemerintah 

provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa serta dari 

pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas 

tertentu. 

 Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 

tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, menyebutkan bahwa dasar 

pertimbangan dan tujuan dari pelaksanaan asas dekonsentrasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI); 

b. Terwujudkanya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurang 

kesenjangan antar daerah; 

c. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan 

antar pemerintahan didaerah; 

d. Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial 

budaya daerah; 

                                                     
36Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Bumi Aksara: 

Jakarta, 2012), h. 8. 
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e. Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggraan pemerintahan, 

serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepintingan 

umum masyarakat; dan  

f. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya 

dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 ayat (9) Undang- Undang 

nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, hakikat 

tugas pembantuan adalah sebagai berikut37:  

a. Tugas pembantuan adalah tugas membantu menjalankan urusan 

pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan yang bersifat 

operasional. 

b. Urusan pemerintah yang dapat ditugas bantukan adalah yang menjadi 

kewenangan dari institusi yang menugaskannya. 

c. Kewenagan yang dapat ditugaskan adalah kewenangan yang bersifat 

atributif, sedangkan kewenangan yang bersifat delagatif tidak dapat 

ditugaskan pada institusi lain. 

d. Urusan pemerintah yang ditugaskan tetap menjadi kewenangan 

instansi yang menugaskannya. 

e. Kebijakan strategi, pembiayaan, dan pembiayaan tetap menjadi 

kewenangan instansi yang menugaskannya. 

                                                     
37 Pasal 1 ayat (9) Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
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f. Kegiatan operasional diserahkan sepenuhnya kepada institusi yang 

diberikan penugasan sesuai dengan kemampuannya, situasi, dan 

kondisi. 

g. Institusi yang menerima penugasan harus melaporkan dan 

bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang dilakukannya 

kepada institusi yang diberikan penugasan.38 

2. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah 

Salah satu kewenangan penting yang dimiliki pemerintah daerah 

adalah pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan. Kewenangan ini diatur 

secara lebih rinci dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan, yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk: 

a. Menyusun rencana umum transportasi daerah (RUTD). 

b. Mengelola terminal, angkutan umum, dan sarana prasarana transportasi 

lokal. 

c. Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.39 

Dalam hal ini, Perda Provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2019 pada 

pasal 10 ayat (1) tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan 

manifestasi dari kewenangan tersebut. Perda ini mengatur pengelolaan 

terminal, angkutan umum, dan lalu lintas sebagai upaya untuk mendukung 

kesejahteraan masyarakat, memperkuat aksesibilitas, dan menciptakan 

keteraturan transportasi di wilayah provinsi terkhususnya di kota Bengkulu. 

                                                     
38Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah,  (Liberty; Yogyakarta, 2014), h. 36. 
39 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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Tujuan dari pemberian otonomi kepada pemerintah daerah dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut40: 

a. Penataan pelayanan publik yang semakin optimal  

b. Penguatan kehidupan demokrasi  

c. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat  

d. Penyebaran pembangunan secara merata di berbagai wilayah  

e. Pemeliharaan hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah 

serta antar daerah untuk menjaga kesatuan negara NKRI  

f. Mendorong pemberdayaan komunitas lokal  

g. Meningkatkan inisiatif dan kreativitas, memperkuat partisipasi 

masyarakat, mengembangkan fungsi dan peran Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

Sementara itu, berdasarkan hukum tentang pemerintahan daerah, 

tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan ketersediaan layanan 

publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta 

mendorong efisiensi dan penggunaan dana pemerintah secara lebih tepat 

melalui pemindahan wewenang dan pemberdayaan masyarakat.41 

B.  Good Governalce 

1. Pengertialn Good Governa lce 

 Dallalm kalmus, istila lh “government” daln “governa lnce” seringkalli 

dialnggalp memiliki a lrti ya lng salmal yalitu calral meneralpkaln otoritals da llalm 

sualtu orgalnisalsi, lemba lgal a ltalu negalral. Government (pemerintalhaln) juga l 

                                                     
40 Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah,  (Liberty; Yogyakarta, 2014), h. 40-41. 
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aldallalh nalmal yalng diberikaln kepaldal entitals yalng menyelenggalralkaln 

kekualsalaln pemerinta lhaln dallalm sualtu negalral. Governa lnce dia lrtikaln sebalga li 

mekalnisme, pralktek daln taltal ca lral pemerinta lhaln daln wa lrgal mengaltur 

sumber dalya l sertal memecalhkaln malsallalh-malsallalh publik. Da llalm konsep 

governalnce, pemerinta lh halnyal menjaldi sa llalh sa ltu alctor daln tidalk selallu 

menjaldi alktor ya lng menentuka ln.42 

Secalral konseptuall pengertialn good dalla lm istilalh good governa lnce 

mengalndung dual pemalhalmaln. Pertalmal,nila li yalng menjunjung tinggi 

keinginaln a lta lu kehenda lk ralkyalt sertal nilali-nilali ya lng dalpa lt meningkaltkaln 

kemalmpualn ralkyalt dallalm mencalpali tujua ln nalsionall, kemalndirialn 

pembalngunaln ya lng berkelalnjutaln daln kealdilaln sosiall. Kedual, alspek 

fungsionall dalri pemerinta lh yalng efektif daln efisien da llalm pelalksalnalaln 

tugalsnya l untuk mewujudka ln tujualn nalsionall.43 

Demokra lsi sebalgali sua ltu sistem pemerinta lhaln dialnggalp sebalgali 

sualtu sistem perintalhaln yalng balik kalrenal palling merefleksika ln sifalt-sifalt 

good governa lnce ya lng secalral normaltif dituntut keha ldiralnnyal balgi 

suksesnyal sualtu balntualn baldaln-baldaln dunial.44 Konsep governa lnce (taltal 

kelolal pemerinta lhaln) merupalkaln perlualsaln da lri konsep government 

(pemerintalhaln), kalrenal di dallalm governa lnce terkalndung pengertialn balhwa l 

pemerintalhaln (goverment) tidalk halnyal diselenggalralkaln oleh pemerinta lh 

                                                                                                                                               
41 Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah,( Liberty; Yogyakarta, 2014),,  h.45. 
42ALgus Dwiya lnto, Mewujudkaln Good Governa lnce Mela llui Pela lyalnaln Publik, (Galdjalh 

Maldal University Press, Yogya lkalrtal, 2006), h. 5-6. 
43ALchmald Ubalidullalh, Reorienta lsi Politik Isla lm dalri Na llalr Politik Isla lm Normaltif ke 

Politik Isla lm Historis, (Tialral Walcalnal: Yogyalkalrtal, 2004), h. 13-14. 
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sendiri, tetalpi bersalmal-salmal dengaln alktoralktor di lua lr pemerintalh, yalitu 

malsya lralkalt luals sebalgali stalkeholders. Da lri sinilalh aldalnya l alnggalpaln balhwal 

pemerintalh diralsalkaln tidalk memaldali da llalm menyelesa likaln kompleksitals 

ya lng aldal di malsyalralkalt, sehinggal di sinilalh leta lk pentingnya l peraln good 

governalnce untuk memba lgi otorita ls pemerinta lh dengaln ma lsyalralkalt secalral 

proporsionall. 45  

Tujualn Good Governa lnce: 

al. Mewujudkaln pemerintalha ln yalng tralnspalraln daln alkuntalbel. 

b. Menghindalri penyallalhgunalaln kekualsalaln (albuse of power). 

c. Meningkaltka ln kepercalyalaln publik terhaldalp pemerintalh. 

d. Meningkaltkaln kuallitals pelalyalnaln publik. 

e. Mendukung pembalngunaln yalng berkelalnjutaln daln inklusif.46 

Konsep Good Governa lnce altalu taltal kelolal pemerintalhaln ya lng balik 

merujuk paldal prinsip-prinsip dalsalr penyelenggalralaln pemerintalhaln ya lng 

menjunjung tinggi nilali-nilali demokralsi, kealdilaln, keterbukalaln, serta l 

alkuntalbilitals. Dengaln kaltal lalin, Good Governa lnce menuntut algalr semual 

kebijalkaln pemerintalh dilalksalnalkaln secalral terbukal, aldil, daln dalpalt 

dipertalnggungjalwalbkaln demi kepentingaln malsya lralkalt luals.47 

                                                                                                                                               
44ALgus Dwiya lnto, Mewujudka ln Good Governa lnce Mela llui Pela lyalnaln Publik..., h. 30. 
45Purwo Salntoso, Good Governalnce Demokralsi, Etika l ALdministralsi Negalral daln Kinerjal 

Pemerintalh Daleralh, (Pustalkal Pelaljalr: Yogya lkalrtal, 2005), h. 4-5. 
46LALN-RI (Lembalgal ALdministralsi Negalral Republik Indonesia l), Pedomaln Umum 

Penyelenggalralaln Good Governalnce, (LALN Press: Jalkalrtal, 2003), h. 10-12. 
47Sedalrmalyalnti, Good Governalnce Mewujudkaln Pemerintalhaln yalng Balik, (Malndalr Malju: 

Balndung, 2009), h. 25. 
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Dallalm konteks otonomi daleralh, peneralpaln prinsip Good 

Governalnce salngalt penting untuk menjalmin balhwal kebijalkaln publik tidalk 

halnya l sesuali hukum formall, tetalpi jugal berpihalk paldal kemalslalhaltaln ralkyalt. 

Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2014 tentalng Pemerintalhaln Daleralh 

secalral eksplisit mendorong pemerintalh daleralh untuk mengedepalnkaln 

tralnspalralnsi, alkuntalbilitals, daln palrtisipalsi malsya lralkalt da llalm setialp proses 

pengalmbilaln keputusaln. Oleh kalrenal itu, kebijalkaln ya lng berkalitaln dengaln 

pengelola laln infralstruktur publik seperti terminall, palsalr, altalu salralnal 

tralnsportalsi umum halrus tunduk paldal prinsip-prinsip ini algalr taltal kelola l 

ya lng dihalsilkaln efektif daln berkealdilaln.48 

Peralturaln Daleralh Provinsi Bengkulu No. 2 Talhun 2019 tentalng 

Lallu Lintals daln A Lngkutaln Jallaln menjaldi alcualn hukum dallalm 

penyelenggalralaln tralnsportalsi dalralt, termalsuk pengelolalaln terminall sebalgali 

simpul utalmal pelalyalnaln alngkutaln umum. Nalmun, kebijalkaln allih fungsi 

Termina ll Palnoralmal menjaldi palsalr menimbulkaln pertalnyalaln kritis terhaldalp 

implementa lsi perda l tersebut. A Lpalkalh pengallihaln fungsi terminall ini telalh 

melibaltkaln malsyalralkalt sebalgali penggunal jalsal tralnsportalsi? ALpalkalh alda l 

tralnspalralnsi dallalm proses pengalmbilaln kebijalkaln? ALpalkalh keputusaln 

tersebut mempertimbalngkaln keberlalnjutaln sistem tralnsportalsi publik secalral 

                                                     
48LALN-RI (Lembalgal ALdministralsi Negalral Republik Indonesia l), Pedomaln Umum 

Penyelenggalralaln Good Governalnce..., h. 13. 



 

31 

 

keseluruhaln? Jikal tidalk, malkal terdalpalt indikalsi pelalnggalraln prinsip Good 

Governalnce dallalm pralktik pemerintalhaln daleralh.49 

Kebijalkaln allih fungsi termina ll talnpal alnallisis dalmpalk yalng memaldali 

dalpalt menimbulkaln sejumlalh persoallaln. Di alntalralnyal aldallalh hilalngnyal 

titik simpul alngkutaln umum yalng legall daln tertaltal, yalng menyebalbkaln 

pengemudi alngkutaln umum kehilalngaln tempalt menalikkaln daln menurunkaln 

penumpalng secalral teraltur. Selalin itu, kemalcetaln lallu lintals daln 

kesemralwutaln sering kalli muncul alkibalt pengallihaln fungsi ini, kalrenal tidalk 

tersedial infralstruktur allternaltif yalng memaldali. Hall ini jugal memperlihaltkaln 

lemalhnya l efektivitals perencalnalaln dalera lh dallalm pengelolalaln tralnsportalsi 

publik, sekalligus mencerminkaln ketidalkefisienaln daln lemalhnya l 

alkuntalbilitals kebijalkaln publik.50 

Jikal dialnallisis lebih lalnjut berdalsalrkaln prinsip-prinsip Good 

Governalnce, keputusaln allih fungsi Terminall Palnoralmal talmpalk belum 

sepenuhnya l memenuhi indikaltor taltal kelolal yalng balik. Dalri segi palrtisipalsi, 

belum talmpalk alda lnya l pelibaltaln ma lsya lralkalt altalu penggunal tralnsportalsi 

dallalm proses pengalmbilaln keputusaln. Dalri alspek tralnspalralnsi, informalsi 

publik terkalit keputusaln ini cenderung minim. ALkuntalbilitals jugal menjaldi 

lemalh kalrenal tidalk jelals sialpal yalng bertalnggung jalwalb altals dalmpalk negaltif 

ya lng ditimbulkaln. Efektivitals daln efisiensi pun diralgukaln, menginga lt 

keputusaln ini justru menggalnggu sistem tralnsportalsi ya lng sudalh aldal. 

                                                     
49Peralturaln Daleralh Provinsi Bengkulu No. 2 Talhun 2019 tentalng Lallu Lintals daln ALngkutaln 

Jallaln 
50ALgus Dwiya lnto, Mewujudka ln Good Governa lnce Mela llui Pela lyalnaln Publik..., h. 33. 
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Sementalra l itu, dalri sisi supremalsi hukum, perlu dievallualsi alpalkalh 

keputusaln ini telalh sesuali dengaln substalnsi daln tujualn Perdal No. 2 Talhun 

2019.51 

Dengaln demikialn, peneralpaln konsep Good Governa lnce menjaldi 

salngalt penting untuk mengevallualsi kebijalkaln allih fungsi Terminall 

Palnoralmal. Ketikal prinsip-prinsip tersebut tidalk diindalhkaln, malkal 

kebijalkaln publik berpotensi merugikaln malsya lralkalt daln menimbulkaln 

ketimpalngaln pelalya lnaln. Pemerintalh daleralh sebalgali pelalksalnal Perdal 

sehalrusnyal malmpu menunjukkaln taltal kelolal yalng berpihalk paldal ralkyalt, 

menjalmin keteralturaln tralnsportalsi publik, daln memberikaln kepalstialn 

hukum dallalm setialp kebijalkaln yalng dia lmbil.52 

2. Ciri-Ciri Good Governa lnce  

Dallalm dokumen kebijalkaln United Naltion Development Progra lmme 

(UNDP) lebih jaluh menyebutka ln ciri-ciri good governa lnce yalitu: 

a. Mengikut serta lkaln semual, tralnspalralnsi daln berta lnggung jalwalb, efektif 

daln aldil. 

b. Menjalmin aldalnyal supremalsi hukum.  

c. Menjalmin ba lhwal prioritals-prioritals politik, sosia ll daln ekonomi 

didalsalrkaln paldal konsesus malsyalralkalt.  

                                                     
51Sedalrmalyalnti, Good Governalnce Mewujudkaln Pemerintalhaln yalng Balik..., h. 26. 
52 ALchmald Ubalidullalh, Reorientalsi Politik Islalm dalri Nallalr Politik Islalm Normaltif ke 

Politik Isla lm Historis..., h.15-16 
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d. Memperhaltikaln kepentingaln merekal yalng palling miskin da ln lemalh 

dallalm proses pengalmbilaln keputusa ln menya lngkut alloka lsi sumber dalyal 

pembalngunaln.53  

Penyelengga lralaln pemerinta lhaln yalng demokra ltis sa lalt ini aldallalh 

pemerintalhaln ya lng menekalnkaln paldal pentingnyal membalngun proses 

pengalmbilaln keputusaln publik yalng sensitif terha ldalp sua lral-sualral 

komunitals. A Lrtinyal, proses pengalmbilaln keputusa ln bersifalt hiralrki berubalh 

menjaldi pengalmbilaln keputusaln dengaln aldil seluruh stalkeholder.54 

3. Prinsip-prinsip Good Governa lnce  

Negalral dengaln birokralsi pemerintalha ln dituntut untuk meruba lh polal 

pelalyalna ln diri birokraltis elitis menjaldi birokra lsi populis. Di malnal sektor 

swalstal sebalgali pengelolal sumber dalyal di lualr negalral daln birokralsi 

pemerintalh pun halrus memberikaln kontribusi da lla lm usalhal pengelolalaln 

sumber dalyal yalng aldal. Peneralpaln cital good governa lnce paldal alkhirnya l 

mensya lraltka ln keterlibaltaln orgalnisalsi malsya lralkaltaln sebalgali kekualta ln 

penyeimba lng Nega lral. Na lmun cital good governa lnce kini suda lh menjaldi 

balgialn salngalt serius da llalm walca lnal pengembalngaln palraldigmal birokralsi daln 

pembalngunaln kedepa ln. Ka lrenal peralnaln implementalsi dalri prinsip good 

governalnce aldallalh untuk memberika ln mekalnisme daln pedomaln dallalm 

memberikaln keseimba lngaln balgi palral stalkeholders da llalm memenuhi 

kepentinga lnnyal malsing-malsing.  

                                                     
53UNDP (United Naltions Development Progralmme). Governalnce for Sustalinalble Humaln 

Development. (UNDP: New York, 1997), h. 34. 
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Dalri berbalgali halsil yalng dikalji Lemba lgal ALdministra lsi Negalral 

(LALN) menyimpulka ln adal sembilaln alspek funda lmentall dallalm perwujudaln 

good governalnce, yalitu:55  

1. Palrtisipalsi (Pa lrticipaltion)  

Palrtisipalsi alntalral malsyalralkalt khususnya l oralng tua l terhaldalp alnalk-alnalk 

merekal dalla lm proses pendidika ln sa lngaltlalh dibutuhkaln. Ka lrenal talnpa l 

palrtisipalsi oralng tual, pendidik (guru) altalupun supervisor tidalk alkaln 

malmpu bisa l mengaltalsinyal. A Lpallalgi meliha lt dunial sekalralng yalng 

semalkin rusalk ya lng malnal alkaln membalwal pengalruh terhalda lp alnalk-alnalk 

merekal jikal tidalk aldal pengalwalsaln dalri oralng tual merekal.  

2. Penegalkaln hukum (Rule Of Law)  

Dallalm pelalksa lnalaln tidalk mungkin dalpalt berja llaln dengaln kondusif 

alpalbilal tidalk aldal sebualh hukum altalu peralturaln yalng ditegalkkaln dallalm 

penyelenggalralalnnyal. A Lturaln-alturaln itu berikut sa lnksinya l guna l 

meningkaltkaln komitmen da lri semua l pihalk untuk memaltuhinya l. 

A Lturalnalturaln tersebut dibua lt tidalk dimalksudkaln untuk mengekalng 

kebebalsaln, melalinkaln untuk menjalgal keberlalngsungaln pelalksalnala ln 

fungsi-fungsi pendidika ln dengaln seoptimall mungkin.  

3. Tralnspalralnsi (Tralnspa lrency)  

Persoallaln paldal salalt ini aldallalh kuralngnyal keterbukalaln supervisor kepalda l 

palral stalf-stalfnyal altals segallal hall ya lng terjaldi, di malnal sallalh saltu dalpalt 

                                                                                                                                               
54 Budi Winalrno, Teori daln Proses Kebijalkaln Publik,  (Medial Pressindo, Yogya lkalrtal, 

2012), h. 58-59. 
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menimbulkaln percekcokaln alntalral saltu pihalk dengaln pihalk ya lng lalin, 

sebalb malnaljemen yalng kuralng tralnspalraln. ALpallalgi halrus lebih 

tralnspalraln di berba lgali alspek balik di bida lng kebijalkaln, balik di bidalng 

keualngaln altalupun bidalng-bidalng lalinnya l untuk memaljukaln kuallitals 

dallalm pendidika ln.  

4. Responsif (Responsiveness)  

Sallalh saltu untuk menuju cita l good governalnce aldallalh responsif, yalkni 

supervisor ya lng pekal, talnggalp terhaldalp persoa llaln-persoallaln yalng terjaldi 

di lemba lgal pendidika ln, altalsaln jugal halrus bisa l memalha lmi kebutuhaln 

malsya lralkaltnyal, jalngaln salmpali supervisor menunggu sta lf-stalf 

menyalmpalikaln keinginaln-keinginalnnyal. Supervisor halrus bisa l 

mengalnallisal kebutuhaln-kebutuhaln merekal, sehinggal bisal membualt 

sualtu kebijalkaln yalng straltegis gunal kepentinga ln bersalmal. 56 

5. Konsensus (Consensus Orienta ltion)  

A Lspek fundalmentall untuk cita l good governalnce alda llalh perhaltialn 

supervisor da llalm melalksalnalkaln tugals-tugalsnya l aldallalh pengalmbilaln 

keputusaln secalral konsensus, di ma lnal pengalmbilaln keputusa ln dallalm 

sualtu lembalgal halrus melallui musyalwalralh daln semalksimall mungkin 

berdalsalrkaln kesepalkaltaln bersalmal (penca lpalialn mufalkalt). Da llalm 

pengalmbilaln keputusa ln halrus dalpalt memualskaln semual pihalk altalu 

sebalgialn besalr pihalk jugal dalpalt mena lrik komitmen komponen-

                                                                                                                                               
55Budi Winalrno, Teori daln Proses Kebijalkaln Publik, (Medial Pressindo, Yogya lkalrtal, 

2012), h. 60-61. 
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komponen ya lng aldal di lembalgal. Sehingga l keputusaln itu memiliki 

kekualtaln da llalm pengalmbilaln keputusaln.  

6. Kesetalralaln daln kealdilaln (Equity)  

A Lsals kesetalralaln daln kealdilaln ini halrus dijunjung tinggi oleh supervisor 

daln palral stalf-stalf didallalm perlalkualnnya l, di malnal dallalm sualtu lemba lga l 

pendidikaln yalng plurall balik segi etnik, a lgalmal daln budalya l alkaln selallu 

memicu sega llal permalsalla lhaln ya lng timbul. Proses pengelola laln 

supervisor ya lng balik itu halrus memberikaln pelua lng, jujur daln aldil. 

Sehinggal tida lk aldal seoralng pun altalu palral stalf yalng teralnialyal daln tidalk 

memperoleh a lpal ya lng menjaldi halknyal.  

7. Efektifitals daln efisien (Effectiveness and Efficiency) 

Efektifitals daln efisien disini berda lya l gunal daln berhalsil gunal, efektifita ls 

diukur dengaln pa lralmeter produk yalng da lpalt menjalngkalu besalrnya l 

kepentinga ln dalri berbalgali kelompok. Seda lngkaln efisien dalpalt diukur 

dengaln ralsionallitalsi untuk memenuhi kebutuha ln ya lng aldal di lembalgal. Di 

malnal efektifitals daln efisien dalla lm proses pendidika ln, alkaln malmpu 

memberikaln kuallitals yalng memualskaln.  

8. A Lkuntalbilitals (Accountability) 

A Lsals alkuntalbilitals beralrti pertalnggungjalwalbaln supervisor terhaldalp 

stalfstalfnyal, sebalb diberikaln wewenalng dalri pemerintalh untuk mengurus 

beberalpal urusaln daln kepentinga ln yalng aldal di lemba lgal. Setialp supervisor 

                                                                                                                                               
56Budi Winalrno, Teori daln Proses Kebijalkaln Publik,  (Medial Pressindo, Yogya lkalrtal, 

2012), h. 62-63. 
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halrus mempertalnggung ja lwalbkaln altals semua l kebijalkaln, perbualtaln 

malupun netra llitals sikalp-sikalp selalmal bertuga ls di lembalgal.  

9. Visi Straltegi (Stra ltegic Vision)  

Visi straltegi a ldallalh palndalngaln-pa lndalngaln straltegi untuk mengha ldalpi 

malsal yalng alkaln daltalng, kalrenal perubalhaln-perubalhaln  yalng alkaln daltalng 

mungkin menja ldi peralngkalp balgi supervisor da llalm membualt 

kebijalkalnkebija lkaln. Di sinilalh diperluka ln stra ltegi-straltegi jitu untuk 

menalngalni perubalhaln yalng aldal.57 

Dari karakteristik yang dikemukakan oleh UNDP tersebut, 

Sedarmayanti menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip 

utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri 

kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk 

bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala 

tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. 

2. Transparansi: Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan 

terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

3. Keterbukaan: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk 

mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya 

tidak transparan. 

                                                     
57Sedalrmalyalnti, Good Governalnce Mewujudkaln Pemerintalhaln yalng Balik, (Malndalr Malju: 

Balndung, 2009), h. 29. 
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4. Aturan hukum: Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik 

berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap 

setiap kebijakan publik yang ditempuh. 58 

Berbicara tentang penerapan good governance  pada sektor publik 

juga tidak dapat terlepas dari visi Indonesia masa depan sebagai fokus 

tujuan pembangunan kepemerintahan yang baik. Pemerintah yang baik 

dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, 

memiliki tugas pokok yang mencakup mlindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua itu 

sudah seharusnya dijadikan landasan bagi pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan sehingga dapat terwujud kepemerintahan 

yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.59 

C. Terminall 

1. Pengertian Terminal 

 Termina ll aldallalh falsilitals tralnsportalsi yalng berperaln sebalgali titik 

alwall daln alkhir perja llalnaln kendalralaln umum. Di sinila lh penumpalng nalik daln 

turun, serta l tempa lt distribusi ba lralng dila lkukaln. Contoh da lri termina ll a lnta lra l 

lalin termina ll bus tipe A L, B, daln C, ya lng dikelompokkaln berdalsalrkaln 

                                                     
58Sedalrmalyalnti, Good Governalnce Mewujudkaln Pemerintalhaln yalng Balik, (Malndalr Malju: 

Balndung, 2009), h. 30. 
59Sedalrmalyalnti, Good Governalnce Mewujudkaln Pemerintalhaln yalng Balik, (Malndalr Malju: 

Balndung, 2009), h. 56-57. 
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kalpalsitals daln kewena lngaln pengelolala lnnyal.60
 Fungsi da lripalda l termina ll ia llalh 

sebalgali tempa lt pemberhentia ln daln simpul tralnsportalsi ba lgi alngkutaln umum 

malupun alngkot. Menurut Perda l Provinsi Bengkulu No.2 Ta lhun 2019 

tentalng lallu linta ls alngkutaln jallaln, Terminall aldallalh palngka llaln kendalralaln 

bermotor umum ya lng berfungsi untuk menga ltur kedaltalngaln daln 

keberalngkaltaln, mena likkaln da ln menurunkaln ora lng daln/alta lu balralng, sertal 

mengubalh modal tra lnsportalsi.
61

  

Berkenala ln mengenali Termina ll Penumpa lng Tipe C ya lng palda l 

dalsalrnyal menjaldi kewenalngaln balgi Pemerinta lh Da leralh untuk mengelolal 

terminall yalng peraln utalmalnya l mela lyalni kendalra laln umum untuk a lngkutaln 

perkotala ln /a ltalu perdesa laln. Disebutkaln mengena li ciri-ciri alta lu kriteria l 

terminall seca lral umum, ha ll ini sesua li dengaln ya lng dia ltur  di da llalm 

Peralturaln Pemerinta lh Nomor 79 Ta lhun 2013 Tenta lng Jalringa ln Lallu 

Linta ls Daln A Lngkuta ln Ja llaln 

Paldal Palsall 69 :
62

 

(1) Setialp Penyelengga lral Terminall penumpalng wa ljib menyedialkaln falsilita ls 

Termina ll ya lng memenuhi persyalraltaln keselalma ltaln daln kea lmalnaln. 

                                                     
 
60Peralturaln Menteri Perhubunga ln Nomor 132 Talhun 2015 tentalng Penyelenggalrala ln 

Terminall Penumpalng ALngkutaln Jallaln 
61Peralturaln Daleralh Provinsi Bengkulu Nomor 2 Ta lhun 2019 tentalng Lallu Lintals daln 

ALngkutaln Jallaln. 
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(2) Falsilitals Termina ll penumpalng sebalga limalnal dimalksud paldal alya lt (1) 

terdiri a lta ls: 

al. Falsilitals utalma l; daln 

b. Falsilitals penunjalng. 

(3) Falsilitals uta lma l seba lgalima lnal dimalksud pa ldal alyalt (2) huruf al terdiri 

altals63: 

al. Jallur keberalngkaltaln; 

b. Jallur kedaltalnga ln; 

c. Rualng tunggu penumpa lng, penga lntalr, daln/altalu penjemput; 

d. Tempalt nalik turun penumpalng; 

e. Tempa lt palrkir kendalralaln; 

f. Falsilitals pengelolalaln lingkunga ln hidup; 

g. Perlengkalpa ln jallaln; 

h. Medial informalsi; 

i. Ka lntor penyelengga lral Termina ll; daln 

j. Loket penjua llaln tiket. 

(4) Falsilitals utalmal sebalgalima lnal dimalksud pa ldal a lyalt (3) yalng berupal jallur 

keberalngkaltaln, jallur kedaltalngaln, tempalt na lik turun penumpa lng, daln 

tempalt palrkir kendalralaln dalpalt ditempaltkaln dallalm saltu a lreal. 

                                                                                                                                               
62Peralturaln Pemerintalh Nomor 79 Talhun 2013 Tentalng Jalringaln Lallu Lintals Daln ALngkutaln 

Jallaln Paldal Palsall 69. 
63Peralturaln Pemerintalh Nomor 79 Talhun 2013 Tentalng Jalringaln Lallu Lintals Daln ALngkutaln 

Jallaln Paldal Palsall 69 ayat 2. 
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Palsall 70 :
64

 

(1) Falsilitals penunja lng sebalgalimalna l dimalksud da llalm Pa lsall 69 alya lt (2) 

huruf b merupalka ln falsilita ls yalng disedia lka ln di Termina ll sebalgali 

penunjalng kegialtaln pokok Termina ll. 

(2) Falsilitals penunjalng sebalgalimalnal dimalksud paldal alya lt (1) dalpalt berupal: 

al. Falsilitals penya lndalng calca lt daln ibu halmil a ltalu menyusui; 

b. Pos kesehaltaln; 

c. Falsilitals kesehaltaln; 

d. Falsilitals periba ldaltaln; 

e. Pos polisi; 

f. A Llalt pemaldalm kebalkalraln; daln 

g. Falsilitals umum. 

(3) Falsilitals umum seba lgalima lnal dimalksud pa ldal alya lt (2) huruf g meliputi: 

al. Toilet; 

b. Rumalh ma lkaln; 

c. Falsilitals telekomunika lsi; 

d. Tempalt istiralhalt alwalk kendalralaln; 

e. Falsilitals pereduksi pencema lraln uda lral daln kebisinga ln; 

f. Falsilitals pema lntalu kuallitals udalra l daln ga ls bualng; 

g. Falsilitals kebersiha ln; 

                                                     
64Peralturaln Pemerintalh Nomor 79 Talhun 2013 Tentalng Jalringaln Lallu Lintals Daln ALngkutaln 
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h. Falsilitals perbalikaln ringaln kenda lrala ln umum; 

i. Falsilitals perda lgalngaln, pertokoa ln; daln/altalu 

j. Fa lsilitals penginalpaln.
 65

 

Berdalsalrkaln ketentua ln daln kriterial ya lng tela lh disebutkaln dallalm 

Peralturaln Pemerinta lh tersebut terlihalt falktal dilalpalngaln ba lhwa l berkenalaln 

mengenali Termina ll Palnoralma l yalng beraldal di pusa lt Kotal Bengkulu suda lh 

balnya lk sekalli ya lng tidalk lalgi memenuhi kriteria lnya l, dalpalt diliha lt pa ldal , 

Tabel Dalftalr Falsilita ls Terminall Palnora lmal Berda lsalrkaln Temualn 

Lalpalnga ln Berikut:   

A. Falsilita ls Uta lmal 

No. Falsilitals 

 

✓ (A Ldal) X(Tida lk 

ALdal) 

1. Jallur keberalngkaltaln  

 

X 

2. Jallur kedaltalnga ln  X 

3. Rualng tunggu penumpalng, 

pengalnta lr, daln/alta lu penjemput 

  

 

X 

4. Tempalt nalik turun penumpalng  X 

5. Tempalt palrkir kendalralaln ✓  

6. Falsilitals pengelolala ln lingkungaln 

hidup 

 X 

                                                                                                                                               
Jallaln Paldal Palsall 70. 

65Peralturaln Pemerintalh Nomor 79 Talhun 2013 Tenta lng Jalringaln Lallu Lintals Daln 

ALngkutaln Jallaln Paldal Palsall 70. 
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7. Perlengkalpa ln jallaln ✓  

8. Medial informalsi  X 

9. Kalntor penyelenggalral Terminall ✓  

10. Loket penjua llaln tiket
66

  X 

 

B. Falsilitals Penunjalng 

No. Falsilitals 

 

✓ (ALdal) X (Tida lk 

ALdal) 

1. Falsilitals penya lndalng calcalt da ln 

ibu halmil altalu menyusui 

 X 

2. Pos kesehaltaln  X 

3. Falsilitals kesehaltaln ✓  

4. Falsilitals periba ldaltaln ✓  

5. Pos polisi ✓  

6. A Llalt pemaldalm kebalkalraln ✓  

7. Falsilitals umum
67

  X 

 

No Fa lsilitals 

 

✓ (A Ldal) X (Tida lk 

A Ldal) 

1. Toilet ✓  

2. Rumalh ma lkaln ✓  

3. Falsilitals telekomunikalsi  X 

4. Tempalt istiralhalt alwalk kendalrala ln  X 

5. Falsilitals pereduksi pencema lra ln  X 

                                                     
66Peralturaln Pemerinta lh Nomor 79 Talhun 2013 Tentalng Jalringaln La llu Lintals Daln ALngkutaln 

Jallaln Paldal Palsall 69. 
67Peralturaln Pemerinta lh Nomor 79 Talhun 2013 Tentalng Jalringaln La llu Lintals Daln ALngkutaln 

Jallaln Paldal Palsall 70. 
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udalral daln kebisinga ln 

6. Falsilitals pema lntalu kuallitals udalra l 

daln gals bua lng 

 X 

7. Falsilitals kebersiha ln  X 

8. Falsilitals perbalikaln ringa ln 

kendalrala ln umum 

  

X 

9. Falsilitals perdalga lngaln, pertokoaln ✓  

10. Falsilitals pengina lpaln68
  X 

 

Berdalsalrkaln Da lftalr Fa lsilitals Terminall Pa lnoralmal Dalri Halsil Temualn 

Lalpalngaln tersebut, a lpalbilal disesualikaln dengaln kriteria l yalng tela lh 

ditetalpkaln dallalm Peraltura ln Pemerinta lh Nomor 79 Ta lhun 2013, da lpalt 

diketalhui balhwal sebalgialn besa lr ciri-ciri ya lng menjaldi stalndalr sebualh 

terminall tidalk terpenuhi. Ba lnya lk falsilitals yalng sehalrusnyal aldal justru tidalk 

tersedial salmal seka lli, sementalral bebera lpal ya lng ma lsih alda l pun kondisinya l 

kuralng memaldali. Kondisi ini mencerminka ln penurunaln kuallita ls pelalya lnaln 

daln infralstruktur paldal Terminall Palnoralmal. 

Perbalndingaln a lnta lral falsilitals ya lng aldal dengaln ya lng tidalk alda l 

menunjukkaln ralsio sekitalr sa ltu balnding dua l ya lkni sepuluh (10) ya lng 

tersedial da ln tujuh bela ls (17) tidalk tersedial. A Lrtinya l, untuk setia lp sa ltu 

falsilitals yalng tersedia l, terda lpalt dual falsilitals lalin yalng tidalk ditemuka ln altalu 

tidalk berfungsi seba lgalima lnal mestinya l. Denga ln kondisi ini, secalral objektif 
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Termina ll Palnora lmal sudalh tidalk lalyalk lalgi disebut seba lga li terminall kalrena l 

tidalk memenuhi sta lndalr minima ll pelalya lnaln daln infralstruktur sebalgalimalnal 

dialtur da llalm regulalsi yalng berla lku. 

D. Fiqih Siyalsalh  

1. Pengertian Fiqih Siyasah 

 Fiqih Siya lsalh terdiri dalri dual ka lta l ya litu fiqh, daln siyalsalh. Fiqih 

secalral balhalsa l bera lsall da lri kosa l kaltal falqihal, ya lfqohu, fiqha ln ya lng alrtinya l 

pemalha lmaln ilmu hukum/ a ltalu pemalhalmaln yalng mendallalm. Secalra l 

terminologis fiqih aldallalh pengeta lhualn tentalng hukum-hukum sya lral‟ ya lng 

menjelalskaln tentalng almall perbualtaln, di malnal penjelalsaln tersebut beralsall 

dalri dallil yalng terperinci (A Ll-Qur‟aln daln A Ls-Sunnalh).69
  

 Sementalra l itu, siyalsalh beralsall dalri balhalsal ALralb salsal, yalsusu, 

siyalsaltaln ya lng mempunya li alrti mengaltur, memerinta lh, daln mengurus. 

Siyalsalh jugal dalpalt dialrtikaln sebalgali pemerintalhaln daln jugal politik alta lu 

dalpalt jugal dialrtikaln sebalgali malnaljemen. 

 Menurut A Lbdul Walhhalb Ka lhallalf siyalsalh merupalkaln undalng-

undalng ya lng dibua lt dengaln tujualn untuk mencipta lkaln ketertiba ln daln jugal 

kemalsla lhaltaln dallalm berbalgali hall.70
 Dalri ura lialn tersebut Fiqih Siyalsalh 

beralrti sualtu konsep ya lng di malnal mempunya li tujua ln daln juga l keguna laln 

                                                                                                                                               
68Peralturaln Pemerinta lh Nomor 79 Talhun 2013 Tentalng Jalringaln La llu Lintals Daln ALngkutaln 

Jallaln Paldal Palsall 70. 
69Ima lm ALl-Malwalrdi. ALl-ALhkalm all-Sultalniyyalh: Hukum Ta ltal Negalral Islalm..., h.79. 
70ALbdul Walhhalb Khallalf, Ilmu Ushul all-Fiqh, (Mesir: Ma lktalbalh all-Dal'walh all-Islalmiyya lh, 

1956), h 56. 
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dallalm menga ltur hukum keta ltalnegalralaln yalng a ldal da lla lm sebualh balngsal daln 

jugal negalral dengaln tujualn algalr terciptalnyal kehidupa ln ya lng ma lslalha lt 

sehinggal dalpalt terhinda lr dalri sega lla l kemudhalraltaln. 

 Imalm A Ll Ma lwalrdi mengaltalkaln dallalm bukunya l ALl-A Lhkalm A Ll-

Sulthalniya lh balhwa l terdalpalt limal calkupa ln dalla lm rualng lingkup fiqh siya lsalh 

ya litu: politik perunda lng-undalngaln (siya lsalh dusturiyalh), politik pera ldilaln 

(siyalsalh qaldla liya lh), politik a ldministralsi (siyalsalh ida lriyyalh), politik 

moneter (siya lsalh ma lliyalh), da ln politik peperalngaln (siya lsalh halrbiyalh). 

Syalr'iyyalh beralsall dalri kaltal kerjal sya lral‟-yalsyra l‟u-syalrialh ya lng 

beralrti hukum a ltalu syalrialt. Secalra l istilalh, sya lr'iyyalh aldalla lh sesua ltu yalng 

sesuali dengaln alturaln A Lllalh daln Ralsul-Nyal. Fiqih Siya lsalh Syalr'iyyalh secalral 

istila lh beralrti ilmu ya lng membalha ls kebija lkaln, talta l kelolal, altalu 

pemerintalhaln ya lng sesua li dengaln prinsip-prinsip sya lrialt Isla lm. Tujua lnnya l 

aldallalh untuk mencipta lkaln kea ldilaln (aldl), kemalslalhaltaln (malslalhalh), daln 

kesejalhterala ln balgi umalt malnusia l..71
 

Beberalpa l alyalt A Ll-Qur‟aln ya lng berkalitaln dengaln kebijalkaln publik 

daln aldministralsi sertal dalpalt digunalka ln untuk memperkua lt perspektif fiqih 

siya lsalh sya lr‟iyya lh dallalm penyelenggalralaln termina ll a ldallalh: 

1. Kea ldilaln dalla lm Menja llalnkaln Kebijalkaln 

                                                     
71Ima lm ALl-Malwalrdi, ALl-ALhkalm all-Sultalniyyalh: Hukum Ta ltal Negalral Islalm..., h 42-43 
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ALllalh SWT berfirmaln dallalm Suralh A Ll-Malidalh (5:8):  
هِٰشُهَدَاءَٰۤباِلْقِسْطِٰٓ  يٰ  ٰللِّ  كُٰوْنُ وْاٰقَ وَّامِيَْْ وَلََٰيََْرمَِنَّكُمْٰشَنَا نُٰقَ وْمٍٰٰٓ  ايَ ُّهَاٰالَّذِيْنَٰا مَنُ وْا

ٰتَ عْدِلُوْآ  عَلٰ  رٌٰٰٓ  وَات َّقُواٰاللّ هَٰٰٓ  هُوَٰاقَْ رَبُٰللِت َّقْو ىٰٓ  اِعْدِلُوْآٰ  ىٰاَلََّ هَٰخَبِي ْ ٰاللّ  ٰٓ  اِنَّ

 بِاَٰتَ عْمَلُوْنَٰ
ALrtinyal : "Wa lhali ora lng-oralng yalng berima ln, jaldilalh ka lmu penega lk 

(kebenalraln) ka lrenal ALllalh (daln) sa lksi-salksi (ya lng bertinda lk) dengaln aldil. 

Jalngalnlalh kebencia lnmu terha ldalp sua ltu ka lum mendorong ka lmu untuk 

berlalku tida lk a ldil. Berla lkulalh a ldil kalrenal (aldil) itu lebih deka lt pa lda l 

talkwal. Berta lkwallalh kepa ldal ALllalh. Sesungguhnya l ALllalh Malhal Teliti 

terha ldalp alpal ya lng kalmu kerjalkaln." (QS. A Ll-Malidalh: 8).72  

ALyalt ini menega lskaln pentingnyal kealdila ln dallalm setialp kebija lkaln 

ya lng dialmbil oleh pemerinta lh, termalsuk pemerintalh daleralh provinsi 

Bengkulu malupun dina ls perhubungaln kotal Bengkulu dallalm penyelalralsa ln 

kebijalkaln lallu linta ls daln alngkutaln jallaln sesua li dengaln peralturaln yalng aldal, 

sertal memalstikaln semual walrgal/altalu seluruh lalpisaln ma lsya lralkalt menerima l 

perlalkualn yalng sa lmal dallalm lalyalnaln publik. 

2. Kewaljibaln Ta lalt kepa ldal Pemimpin daln ALtura ln yalng Berla lku 

ALllalh SWT berfirma ln dallalm Suralh A Ln-Nisal (4:59): 

                                                     
72 Q. S  Al-Maidah Ayat ke-8. 
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عُ              واٰالرَُّ               وَْ ٰوَاوُِ ٰالََْمْ              رِٰٓ  ايَ ُّهَ              اٰالَّ              ذِيْنَٰا مَنُ               وْٰٓ  يٰ  عُ              واٰاللّ               هَٰوَاطَِي ْ اٰاطَِي ْ

كُٰنْ               تُمْٰٰفَ               اِنْٰتَ نَ               اَ عْتُمِْٰ ْٰشَ               ْ ءٍٰٰٓ  مِ               نْكُمْٰ فَ                رُ ُّوُْ ٰاَِ ٰاللّ                هِٰوَالرَُّ                وِْ ٰاِنْ

رٌٰوَّاَحْسَنُٰتأَْوِيْلًٰٰٓ  تُ ؤْمِنُ وْنَٰباِللّ هِٰوَالْيَ وْمِٰالَْ خِرِٰ لِكَٰخَي ْ ٩٥۝ٰࣖذ   

ALrtinyal : "Walha li ora lng-ora lng yalng berima ln, talaltilalh ALllalh da ln talaltila lh 

Ralsul (Nalbi Muha lmmald) sertal ululalmri (pemega lng kekualsalaln) di a lntalra l 

kalmu. Jikal ka lmu berbedal pendalpalt tenta lng sesua ltu, kemba llikalnla lh 

kepaldal ALllalh (ALl-Qur‟aln) daln Ralsul (suna lhnyal) jikal kalmu berimaln 

kepaldal ALllalh da ln ha lri ALkhir. Yalng demikialn itu lebih ba lik (balgimu) da ln 

lebih balgus a lkiba ltnyal (di dunial daln di alkhira lt)." (QS. A Ln-Nisal: 59).73 

ALyalt ini memperkualt pentingnyal talalt kepaldal alturaln yalng 

dikelualrka ln oleh pemimpin (ulil almri) dallalm hall ini termalsuk pemerinta lh 

daleralh provinsi Bengkulu daln dinals terkalit, seperti dinals perhubunga ln 

kotal Bengkulu. 

3. Menja lgal Kemalslalhaltaln daln Keselalmaltaln Publik 

Dallalm Suralh A Ll-Balqalralh (2:195), ALllalh SWT berfirmaln: 

ٰٓ  وَاَحْسِ             نُ وْآٰٰ  اللّ              هِٰوَلََٰتُ لْقُ             وْاٰباِيَْ             دِيْكُمْٰاَِ ٰالت َّهْلُكَ             ِ ٰوَانَْفِقُ             وْاِٰ َْٰ              بِيْلِٰ

ٰ ٰالْمُحْسِنِيَْْ ٰاللّ هَٰيُُِبُّ ٩٩۝٥اِنَّ  

ALrtinyal : “Daln infalkkalnlalh (halrtalmu) di jallaln A Lllalh, daln jalngalnlalh kalmu 

jaltuhkaln (diri sendiri) ke dallalm kebinalsalaln dengaln talngaln sendiri, da ln 

                                                     
73Qur‟aln Suralh ALn-Nisal ALya lt ke-59  
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berbualtbaliklalh. Sungguh, A Lllalh menyukali oralng-oralng yalng berbua lt 

balik.”(QS. A Ll-Balqalralh: 195)74 

ALyalt ini relevaln dallalm konteks menjalgal kemalslalhaltaln umum, 

seperti dengaln mempertimbalngkaln kebija lkaln bersalmal (seluruh 

malsya lralkalt) altalupun dengaln bermusya lwalralh untuk mencalpali mufalkalt. 

Dengaln aldalnyal kebijalkaln yalng jelals daln peneralpaln hukum ya lng balik, 

dihalralpkaln dalpalt menguralngi risiko kemalcetaln la llu lintals daln alngkutaln 

jallaln sertal kegialtaln paldal lingkup tra lnsportalsi umum da lpalt kemballi 

optimall, sehinggal malsya lralkalt dalpalt menja llalnkaln kemballi alktifitalsnya l 

dengaln dalma li. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
74Q.S ALl-Balqalra lh alyalt ke-195. 


